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BAB III 
PENUTUP 
A. Kesimpulan 
Berdasarkan uraian yang telah dilakukan, maka dapat ditarik kesimpulan 
sebagai berikut: 
1. Implementasi hak-hak perempuan korban kekerasan dalam rumah 
tangga di Yogyakarta sepenuhnya belum terpenuhi karena dari sekian 
banyak permasalahan yang terjadi dalam kekerasan dalam rumah 
tangga, pelaku kekerasan dalam rumah tangga masih sering melakukan 
kekerasan walaupun sudah ada upaya perdamaian yang dilakukan 
antara kedua belah pihak antara korban dan pelaku kekerasan dalam 
rumah tangga.  
2. Faktor-faktor penghambat implementasi hak-hak perempuan korban 
kekerasan dalam rumah tangga di Yogyakarta adalah : 
a. Tidak terbukanya korban kekerasan dalam rumah tangga terhadap 
masalah kekerasan yang terjadi pada korban tersebut. 
b. Kurangnya komunikasi antara korban kekerasan dalam rumah 
tangga dengan aparat penegak hukum yang ada dan lebih memilih 
untuk diam terhadap kasus kekerasan yang dialami korban 
kekerasan dalam rumah tangga tersebut. 
c.  Kurangnya koordinasi yang baik antara aparat penegak hukum 
yang ada dengan lembaga bantuan hukum yang ada sehingga tidak 
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jarang kasus-kasus kekerasan dalam rumah tangga tidak dilakukan 
penyelidikan dari pihak kepolisian dalam menangani kasus 
kekerasan dalam rumah tangga yang ada di Yogyakarta. 
 
B. Saran 
1. Bagi aparat penegak hukum, diharapkan dapat memperdalam 
pengetahuan mengenai kekerasan dalam rumah tangga agar aparat 
penegak hukum dapat memenuhi hahl-hak yang seharusnya disapatkan 
oleh perempuan korban kekerasan dalam rumah tangga. 
2. Bagi Lembaga Swadaya Masyarakat, diharapkan untuk lebih 
memberikan pendampingan secara terpadu agar pelaksanaan 
Implementasi Hak-Hak yang Diperoleh Perempuan Korban Kekerasan 
Dalam Rumah Tangga di Yogyakarta dapat tercapai dengan baik 
dalam hal pemenuhan hak-hak perempuan sebagai korban kekerasan 
dalam rumah tangga. 
3. Bagi korban, diharapkan dapat menyadari bahwa tindakan kekerasan 
dalam rumah tangga merupakan kejahatan dan perlu untuk segera 
dilaporkan kepada aparat penegak hukum supaya dapat diselesaikan 
oleh pihak yang berwenang. 
4. Aparat penegak hukum, masyarakat  serta setiap lembaga bantuan 
hukum harus saling bekerja sama untuk menyelesaikan kasus 
kekerasan dalam rumah tangga yang ada supaya hak-hak setiap 
perempuan korban kekerasan dalam rumah tangga dapat terpenuhi dan 
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memberikan perlindungan terhadap setiap korban kekerasan dalam 
rumah tangga yang ada di Yogyakarta. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
57 
 
DAFTAR PUSTAKA 
Buku: 
Aroma Elmina, 2004. Proses Pembentukan Hukum Kekerasan terhadap 
Perempuan,  Edisi Kedua, Liberty, Yogyakarta. 
 
Barda Nawawi Arief, 1998. Beberapa Aspek Kebiasaan Penegakan dan 
Pengembangan Hukum Pidana, Citra Aditya Bakti, Bandung. 
Benyamin Y. Bria, 2003. Kekerasan Terhadap Perempuan dan Bagaimana 
Menyikapinya (Kajian Teologis dan Yuridis), Yayasan Pustaka 
Nusatama, Yogyakarta. 
 
Arif Gosita, 2004. Pemenuhan Hak-Hak korban Kekerasan Dalam Rumah 
Tangga. Akademika Pressindo, Jakarta. 
 
Ester Lianawati, 2009. KDRT Perspektif Psikologis Feminis, Paradigma 
Indonesia, Yogyakarta 
 
Hendrawan, 2002. Persamaan Hak-Hak Perempuan dalam Rumah Tangga, Edisi 
Pertama, Erlangga, Jakarta. 
 
Moerti Hadiati Soeroso, 2009. Kekerasan dalam rumah tangga dalam perspektif 
yuridis-viktimologis, Paradigma Indonesia, Yogyakarta. 
 
Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, 2001. Kamus besar bahasa 
Indonesia, Edisi Kedua, Balai Pustaka, Jakarta. 
 
------------------------------------------------------------------, 2004. Kamus besar 
bahasa Indonesia, Edisi Ketiga, Balai Pustaka, Jakarta. 
 
Rika Saraswati, 2006. Perempuan dan Penyelesaian Kekerasan Dalam Rumah 
Tangga, PT Citra Aditya, Bandung. 
 
Wattie, Anna Marie, 2002. Kekerasan Terhadap Perempuan di Ruang Publik, 
Fakta Penanganan, dan Rekomendasi, Kerjasama PSKK UGM dan Ford 
Foundation, Yogyakarta. 
 
 
 
 
 
 
 
58 
 
Non Buku: 
 
Dony Danardono, 2006. Proses hukum terhadap korban KDRT. Kompas. Jakarta. 
 
Eko Seriawan, 2011. Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Diakses dari 
laweducation.com/2011/06/kekerasan dalam rumah tangga-hdrt.html, 6 
Maret 2013 
 
Id.shvoong.com/law-and-politics/criminal law/pengertian-korban/, diakses pada 
25 Maret 2013. 
 
Peraturan Perundang-undangan 
Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 
Undang-Undang Republik Indonesia No.7 Tahun 1984 tentang Pengesahan 
Konvensi Mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap 
Wanita. 
Undang-Undang No.23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam 
Rumah Tangga. 
Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No.4 Tahun 2006 tentang 
Penyelenggaraan dan Kerja Sama Pemulihan Korban Kekerasan Dalam 
Rumah Tangga. 
KUHP dan KUHAP 
 
 
  
  
  
  
  
